
Menimbang 

BUPATIKARANGASEM 

PROVINS! BALI 

PERATURAN BUPATI KARANGASEM 

NOMOR 33 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGASEM, 

a. bahwa sesuai dengan surat dari Sekretaris Daerah 
Provinsi Bali Nomor 900/3135/Bid. PAD-BPKAD, tanggal 
18 Mei 2020, perihal Pagu Belanja Bantuan Keuangan 
Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Bali dalam rangka 
Percepatan Penanganan COVID-19, Pemerintah 
Kabupaten Karangasem mendapatkan tambahan alokasi 
Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Penanganan 
COVID-19; 

b. bahwa memperhatikan adanya usulan penyesuaian dan 
pergeseran anggaran pada objek belanja, rincian objek 
belanja dan sub rincian objek belanja, penyesuaian 
anggaran atas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 
teknis kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus 
(DAK), serta penyesuaian pelaksanaan program dan 
kegiatan yang didanai dari anggaran transfer lainnya 
perlu tindak lanjut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020; 



Mengingat 
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1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;  

3 .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;  

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lambang Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018, Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 6187);  

1 1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

12.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516 ) ;  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502 ) ; 

14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

18.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 4614) ;  

19.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 1  Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4829); 

2 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6177) ;  

22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 ) ;  

23 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1 1 4 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 ) ; 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 1  Tahun 2020 tentang 
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 20 19 
(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 9 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6487 ); 

29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 
2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 94) ; 

3 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  
Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 3 10 ) ;  
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32. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas 
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1560); 

33. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

34. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 655); 

35. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12 13 ) ;  

36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07 /2020 
tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, 
Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun 
Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 250); 

37 . Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249 ) ; 

38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); 
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39. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 
5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 
Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan 
Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2010 Nomor 3,  Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang 
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 6); 

4 1.  Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 
Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 5); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 
Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 7); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 20 17 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 4) ;  
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44. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 
Tahun 2 0 1 1  tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2 0 1 1  Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015  
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2 0 1 1  tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 4); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 
Tahun 2 0 1 1  tentang Pajak Sarang Burung Walet 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2 0 1 1  
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 3); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 
Tahun 2 0 1 1  tentang Retribusi Penjualan Produksi 
Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2 0 1 1  Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 
Tahun 2 0 1 1  ten tang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2 0 1 1  Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 10 Tahun 2 0 1 1  tentang Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 3 ,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 3 ) ;  

48 . Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 1  
Tahun 2 0 1 1  tentang Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2 0 1 1  Nomor 1 1 ,  Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 1 1  Tahun 2 0 1 1  tentang Retribusi 
Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 20 17  Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 6 ) ; 
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49. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 
Tahun 2 0 1 1  tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2 0 1 1  Nomor 15,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2015  tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2 0 1 1  tentang Pajak 
Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 
Tahun 2 0 1 1  tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2 0 1 1  Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 
Tahun 2 0 1 1  tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 10,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 8) ;  

5 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 
Tahun 2 0 1 1  ten tang Pajak Restoran (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2 0 1 1  Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 
Tahun 2 0 1 1  tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 3) ;  

52. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 
Tahun 2 0 1 1  ten tang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2 0 1 1  Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2 0 1 1  tentang Pajak 
Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 5) ;  

53. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19 
Tahun 2 0 1 1  ten tang Pajak Reklame (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2 0 1 1  Nomor 1 9 ,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 16) ;  
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54. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 
Tahun 2 0 1 1  ten tang Pajak Parkir (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2 0 1 1  Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 17); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 1  
Tahun 2 0 1 1  ten tang Retribusi Terminal (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2 0 1 1  Nomor 2 1 ,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 18); 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22 
Tahun 2 0 1 1  ten tang Retribusi Tempat Khusus Parkir 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2 0 1 1  
Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 19); 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23 
Tahun 2 0 1 1  ten tang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 
Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2 0 1 1  Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 20); 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 24 
Tahun 2 0 1 1  ten tang Retribusi Rumah Potong Hewan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2 0 1 1  
Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 2 1 ) ;  

59. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 25 
Tahun 2 0 1 1  ten tang Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2 0 1 1  Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 22 ) ;  

60 . Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 26 
Tahun 2 0 1 1  ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2 0 1 1  Nomor 26, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 18 Tahun 2012 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 ) ;  



1 1  

6 1.  Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 
Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 15) ;  

62. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 
Tahun 2012 ten tang Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 5) ;  

63. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 
Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau 
Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem 6); 

64. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 
Tahun 2012 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 13) ;  

65. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 8); 

66. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12 
Tahun 2012 ten tang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2012 Nomor 12,  Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12) ;  

67. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 
Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 14) ;  
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68. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 
Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan 
Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2013  Nomor 2, 
Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 2);  

69. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8); 

70. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2017 Nomor 2,  Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 2) ;  

7 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2019  Nomor 8); 

72. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2020 Nomor 3) ;  

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 55 
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 
Nomor 55) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :  

a. Nomor 14 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2020 Nomor 14 ) ;  

b. Nomor 16 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2020 Nomor 16 ) ;  dan 
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c. Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2020 Nomor 20), 

diubah sebagai berikut: 

1 .  Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

156.272.284.396,04 

915.020.319.000,00 
284. 926.641 .218 ,  17 

Rp. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas: 
a. Pendapatan : 

1 .  Pendapatan Asli 
Daerah 

2. Dana Perimbangan Rp. 
3. Lain-lain Pendapatan Rp. 

Daerah yang Sah 

Jumlah Pendapatan Rp. 1.356.219.244.614,21 

b. Belanja: 
1 .  Belanja Tidak 

Langsung 
a) Belanja Pegawai Rp. 
b) Belanja Bunga Rp. 
c) Belanja Subsidi Rp. 
d) Belanja Hibah Rp. 
e) Belanja Bantuan Rp. 

Sosial 
f) Belanja Bagi Rp. 

Hasil kepada 
Provinsi / 
Kabupaten /Kota 
dan 
Pemerintahan 
Desa 

g) Belanja Bantuan Rp. 
Keuangan 
kepada Provinsi / 
Kabupaten / 
Kotadan 
Pemerintahan 
Desa dan Partai 
Politik 

h) Belanja Tidak Rp. 
Terduga 

690.269 .654.941,55 
100 .000.000,00 

53.176.655.000 ,00 
1 .  750.000.000,00 

7 .359.845.147 ,72 

178 .623.282 .  900,00 

25.639.656.450,87 

Rp. 956.919.094.440,14 

2. Belanja Langsung 
a) Belanja Pegawai Rp. 
b) Belanja Barang Rp. 

dan Jasa 
c) Belanja Modal Rp. 

70.801.825. 718,00 
357. 794.379.049,02 

50.044.175.261 ,28 

Rp. 478 .640.380.028,30 



Jumlah Belanja 

Surplus/ (Defisit) 
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Rp. 1.435.559.474.468,44 

Rp. (79.340.229.854,23) 

c. Pembiayaan: 
1 .  Penerimaan 
2. Pengeluaran 

Rp. 
Rp. 

79.485.229.854,23 
145.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto D. 79.340.229.854, 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Rp. 
berkenaan 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

Ringkasan dari Perubahan Keempat Atas Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ,  
tercantum dalam Lampiran I dan Ia yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini. 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut dari Perubahan Keempat Atas Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ,  
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6 

Pelaksanaan Perubahan Keempat Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini 
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

0,00 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Karangasem. 

Ditetapkan di Amlapura 
pada tanggal 18 Juni 2020 

pr BUPAT' KARANGASEM, } 

/ 

1 1 G U S T I  AYU MAS SUMATRI 

Diundangkan di Amlapura 
pada tanggal 18 Juni 2020 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KARANGASEM, 

::. 
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2020 NOMOR 33 
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NOMOR URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) /% 

1 2 3 4 5 = 4 - 3  6  

2 . 2 . 3  Belanja Modal 226.509.441.317,34 50.044.175.261,28 (176.465.266.056,06) (77,91) 

SURPLUS / (DEFISIT) (79.340.229.854,23) (79.340.229.854,23) 0,00 0,00 

3 PEMBIAYAAN DAERAH 
3 .  1  PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 79.485.229.854,23 79.485.229.854,23 0,00 0,00 

···························································· 
......................................................... 

··························································· ........ ····· 

3 .  1 . 1  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 79.485.229.854,23 79.485.229.854,23 0,00 0,00 

3 . 2  PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 0,00 
.. ····································· 

............................................................. 

·················•··· 

3 . 2 . 3  Pembayaran Pokok Utang 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 0,00 

PEMBIAYAAN NETTO 79.340.229.854,23 79.340.229.854,23 0,00 0,00 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 

AMLAPURA, 18 Juni 2020 

r suPAT1 9h.NGA5EM] 

 1 
I GUSTI AYU MAS SUMA TRI 

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD Halaman 2 
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NOMOR 
URUT 

URAIAN 
JUMLAH (Rp) 

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) /% 

DASARHUKUM 
BERTAMBAH / (BERKURANG) 

1 

5 .  2 .  3 .  8 9 . 0 1  

2  

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap 

Renovasi 

3 

16.626.700.000,00 

4 

4.236.672.410,00 

5 = 4 - 3  

(  12.390.027.590,00) 

6 

(74,52) 

7 

SURPLUS/ (DEFISIT) (79.340.229.854,23) (79.340.229.854,23) 0,00 0,00 
f---'-------'+----'------'+-------'--+---'---J 

6 

6 .  1  

6 .  1 .  1  

6 .  1  .  1 . 0 7  

6 .  1 . 1  .  0 7 . 0 1  

6 . 2  

6 . 2 . 3  

6 .  2 .  3 . 0 3  

6  .  2 . 3  .  0 3 . 0 1  

PEMBIAYAAN DAERAH 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 

Sebelumnya 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 

Sebelumnya 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 

Sebelumnya 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 

Pembayaran Pokok Utang 

Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada 

Lembaga Keuangan Bank 

Bank Indonesia 

PEMBIAYAAN NETTO 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 

79.485.229.854,23 79.485.229.854,23 

79.485.229.854,23 79.485.229.854,23 

79.485.229.854,23 79.485.229.854,23 

79.485.229.854,23 79.485.229.854,23 

145.000.000,00 145.000.000,00 

145.000.000,00 145.000.000,00 

145.000.000,00 145.000.000,00 

145.000.000,00 145.000.000,00 

79.340.229.854,23 79.340.229.854,23 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

AMLAPURA, 18 Juni 2020 

(ZD'"�"I 
] " S T I A Y U  MAS SUMATRI 

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 36 
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KODE URAIAN 
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 

PENJELASAN 
REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 

1 2 3 4 5 6 7 

4.04.4.04.02. 00.00 . 5.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 25.639.656.450,87 24.639.656.450,87 2.463,97 

SURPLUS / (DEFISIT) 1.109.598.345.764,47 933.297.520.719,58 (176.300.825.044,89) (15,89) 

4.04 . 4.04.02.00.00.6 PEMBIAYAAN DAERAH 

4.04 . 4.04.02.00.00 . 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 79.485.229.854,23 79.485.229.854,23 0,00 0,00 

4.04 . 4.04.02. 00.00 . 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 79.485.229.854,23 79.485.229.854,23 0,00 0,00 
Anggaran Sebelumnya 

........... .............................................. 
................................................. . 

4.04. 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.07 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 79.485.229.854,23 79.485.229.854,23 0,00 0,00 

Sebelumnya 
................................................ 

·················· 
......... ........ 

4.04 . 4.04.02 . 00.00. 6.1.1.07.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 79.485.229.854,23 79.485.229.854,23 0,00 0,00 
Sebelumnya 

4.04.4.04.02 . 00.00. 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 0,00 

4.04 . 4.04.02. 00.00 .6.2.3 Pembayaran Pokok Utang 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 0,00 

4.04 . 4.04.02 . 00.00. 6.2.3.03 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 0,00 

Kepada Lembaga Keuangan Bank 
................................................. 

························· · · · · · · · · · · · · · · ·  

4.04 . 4.04.02. 00.00.6.2.3.03.01 Bank Indonesia 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 0,00 

PEMBIAYAAN NETTO 79.340.229.854,23 79.340.229.854,23 0,00 0,00 

AMLAPURA, 18 Juni 2020 ?lwa���/ 
\.--" 
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PENABARAN PERUBAHAN AP8D 4.04.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sebagai SKPKD Halaman 110 


